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Pendahuluan
Facebook merupakan salah satu sosial media yang memberikan kemudahan bagi pelaku

perdagangan orang untuk menjangkau korban potensial dan menyebarkan informasi dengan

cepat. Anak-anak sebagai kelompok rentan seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai

tentang risiko yang ada di dunia maya, sehingga mereka menjadi target empuk bagi pelaku

kejahatan.

• Kasus konkret dibuktikan melalui putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 142/Pid.Sus/2024

Tujuan Penelitian adalah menganalisis apakah facebook dapat dianggap bertanggung jawab secara

hukum atas penyalahgunaan platformnya sebagai sarana tindak pidana perdagangan orang,

khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai korban.

Manfaat Penelitian adalah memberikan rekomendasi dalam mengisi kekosongan hukum terkait
pertanggungjawaban platform Facebook dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
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GAP (Kebaharuan)

• Dian Sukma Purwanegara (2020), yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

melalui media sosial

• Andi Aina Ilmih dan Novia Andriani (2024), yang berjudul Penggunaan Media Elektronik Dalam

Perdagangan Manusia Lintas Negara

• Shidqi Noer Salsa (2021), yang berjudul Mutual Legal Asisstance dalam Penyidikan Tindak Pidana

Perdagangan Manusia melalui Media Sosial sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Dari penelitian terdahulu letak perbedaan dengan penelitian saat ini lebih berfokus pada

pembahasan terkait anak-anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada

platform facebook dan termasuk modus operandi atau metode manipulasi apa yang digunakan

oleh pelaku pada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam kasus ini, sehingga penelitian ini

bukan duplikasi dari beberapa penelitian terdahulu.
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Isu Hukum

• Apakah Facebook dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum

atas penyalahgunaan platformnya sebagai sarana tindak pidana

perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai

korban?
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan

perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan

berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum. Analisis data

pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif.
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Pembahasan
Berdasarkan Protokol Palermo “Human Trafficking” atau perdagangan manusia didefinisikan

sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang,

dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan,

penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian

atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

• Kriteria yang dapat ditandai sebagai korban perdagangan orang terutama anak-anak sebagai

korban.

• Perbedaan outsourcing dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

• Tanggung jawab media sosial sebagai penyedia informasi.

• Analisis Facebook sebagai Platform Illegal Perdagangan Orang
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Kesimpulan
Facebook dapat dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan

platformnya untuk tindak pidana perdagangan orang khususnya yang melibatkan anak-anak,

meskipun telah memiliki kebijakan pelarangan, implementasinya masih lemah karena sistem deteksi

yang belum memadai, kurangnya kerja sama dengan penegak hukum, dan respons yang lambat

terhadap laporan konten ilegal. Status tanggung jawab hukum Facebook masih abu-abu karena

belum adanya kerangka kebijakan spesifik yang mengatur ruang lingkup tanggung jawab

perantara platform Facebook di Indonesia, meskipun regulasi seperti UU TPPO, UU Perlindungan

Anak, UU ITE, UU Telekomunikasi dan PP PSTE sebenarnya telah memberikan landasan bagi

pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban platform digital dalam mencegah dan

menangani kasus perdagangan orang yang terjadi di sistem mereka.
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